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PENGERTIAN

Pendokumentasian informasi yang dikecualikan merujuk pada

proses pencatatan dan penyimpanan informasi yang menurut

peraturan perundang-undangan tidak boleh diakses oleh publik,
meskipun informasi tersebut dihasilkan atau dikelola oleh badan
publik. Informasi ini dikecualikan karena berbagai alasan, seperti
melindungi kepentingan hak pribadi, atau

negara, menjaga

kerahasiaan tertentu.

TUJUAN

Untuk melindungi kerahasiaan informasi yang dapat membahayakan

kepentingan negara, menghambat penegakan hukum, atau

melanggar hak-hak pribadi, serta untuk memastikan bahwa informasi
tersebut tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak

berwenang,

KEBIJAKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi

3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun
2020 tentang Standar Layanan Informasi Pubilik,

4. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof Dr. R. D. Kandou

No:HK.02.03/D.XV/4040/2024 tentang
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di RSUP Prof Dr. R. D.

Manado Pejabat

Kandou Manado

PROSEDUR

1. Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah
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ditetapkan berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi

2. MengkKlarifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan
jangka waktu pengecualian informasi, mengarsipkan
berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan

3. Mengubah informasi yang dikecualikan yang telah habis
jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya
jangka waktu dengan persetujuan atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi.

4. Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang
dikecualikan dalam bentuk soft copy dan hard copy dengan
tata cara seperti mengarsip dokumen

5. Mengunggah Daftar Informasi yang dikecualikan melalui

sarana media informasi

UNIT TERKAIT

Tim kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat Rumah Sakit
Tim kerja Pelayanan Medik Rumah Sakit

Tim kerja Keuangan Rumah Sakit
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